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Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN TANAH LAUT

Bahwa Dalam Rangka untuk mendukung kelancaran
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut serta untuk menciptakan
informasi data dan dokumentasi hukum yangterpadu diperlukan
tim pengelolaan yang dibentuk dan ditetapkan melalui
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Tata kerja dan Pola
Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana
diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerjadan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun
2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);



3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun
2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor
692);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan BadanPengawas
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah
Laut tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini. ,

KEDUA . Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta
Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan
rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum;
. Inventarisasi dan Pengelompokkan Dokumen Hukum dan
Informasi Hukum;

. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke

dalam situs resmi JDIH Bawasly;

. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

. Pemuktahiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukumdan

sistem informasi JDIH Bawaslu;

. Evaluasi Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
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KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakanperbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada Tanggal 7 Januari 2025
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Lampiran Surat
Nomor : 001.A/HK.01.01/K.KS-10/01/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

No | . Nama Kedudukanda!am; -
1. |Gunawan Rahayu, S.Sos Ketua Pembma
2. |Rusmansyah, S.Pd Anggota Pembina
3. |Zainal Abidin, S.P Anggota Pembina
4. |Bagus Bhayu Anggoro, S.E Plt. Koordinator Sekretariat Penanggung Jawab
5. |Nana Rahmawati, A.Md Plt. Bendahara Anggota
6. |Nurul Jannah, S.H Staf Sekretariat Anggota
7. |Yesi Nur Maulida, S.H Staf Sekretariat Anggota
8. |Anisa Islamiah, S.H Staf Sekretariat Anggota

Ditetapkan di Pelaihari
Pada Tanggal 7 Januari 2025
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